BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR } TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;

b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  sebagaimana
dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah memperoleh
persetujuan DPRD yang dimuat dalam Keputusan DPRD
Kabupaten Mukomuko Nomor 36 Tahun 2022;

c. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah memperoleh
persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada
pertimbangan huruf b, telah disempurnakan sesuai hasil
Evaluasi Gubernur Bengkulu Nomor T.384.BPKD Tahun 2022
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Mukomuko tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan Rancangan
Peraturan Bupati Mukomuko tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat - : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
At e Indonesia Tahun 1945;




10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Rebulik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6735);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20:

21,

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6322);

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 260);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko
Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2021 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor
1);

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor
S);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan
BUPATI MUKOMUKO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

Y AN
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A “"‘*“(PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
semula sebesar Rp.883.759.340.565,00 bertambah sejumlah
Rp.42.412.441.006,00 sehingga menjadi Rp.926.171.781.571,00

dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
a. Semula
b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah pendapatan daerah
setelah perubahan

2. Belanja Daerah
a. Semula
b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah belanja daerah setelah
perubahan

Surplus/ (Defisit)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan
1). Semula
2). Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan setelah
perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan
1). Semula
2). Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan setelah
perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto
setelah perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan setelah
perubahan

Pasal 2

Rp. 862.329.235.756,00
(Rp.  8.756.210.147,00)

Rp. 8583.573.025.609,00

Rp. 883.759.340.565,00
Rp. 42.412.441.006,00

Rp. 926.171.781.571,00

(Rp. 72.598.755.962,00)

Rp. 21.430.104.809,00
Rp. 51.168.651.153,00

Rp. 72.598.755.962,00

Rp. 0,00
(Rp. 0,00)
Rp. 0,00

Rp. 72.598.755.962,00

Rp. 0,00

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 1, terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
- Semula
- Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah perubahan

F- PR ~i b. Pendapatan Transfer

Jumlah Pendapatan Transfer
setelah perubahan

2 L

SR - Semula
b1 [ EREDAEL , qr f - Bertambah/(Berkurang)

; ﬁA“

Rp. 65.944.267.256,00
(Rp. 16.802.058.247,00)

Rp. 49.142.209.009,00

Rp. 796.384.968.500,00
(Rp. 25.386.791.900,00)

Rp. 770.998.176.600,00



c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah
- Semula Rp.
- Bertambah/(Berkurang) Rp.

Jumlah Lain - lain Pendapatan
Daerah  Yang Sah  setelah

perubahan Rp.

Pasal 3

0,00
33.432.640.000,00

33.432.640.000,00

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf

a, bersumber dari:
a. Pajak Daerah

- Semula Rp.
- Bertambah/(Berkurang) (Rp.
Jumlah Pajak Daerah setelah
perubahan Rp.
b. Retribusi Daerah
- Semula Rp.
- Bertambah/(Berkurang) (Rp.

Jumlah  Retribusi Daerah

setelah perubahan Rp.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang di Pisahkan

- Semula Rp.
- Bertambah/(Berkurang) (Rp.

Jumlah Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang di

Pisahkan setelah perubahan Rp.

d. Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah

- Semula Rp.
- Bertambah/(Berkurang) (Rp.

Jumlah Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah setelah

perubahan Rp.

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b

bersumber dari:
a. Transfer Pemerintah Pusat

- Semula Rp.
- Bertambah/(Berkurang) (Rp.
Jumlah Transfer Pemerintah
Pusat setelah perubahan Rp.
b. Transfer Antar Daerah
- Semula Rp.
R — - Bertambah/(Berkurang) Rp.
JROINSSD Jumlah Transfer Antar

: Va .

Daerah setelah perubahan Rp.

14.300.000.000,00
0,00)

14.300.000.000, 00

5.000.000.000,00
930.000.000,00)

4.070.000.000,00

3.644.267.256,00
1.252.058.247,00)

2.392.209.009,00

43.000.000.000,00
14.620.000.000,00)

28.380.000.000,00

>

769.784.968.500,00
39.115.772.218,00)

730.669.196.282,00

26.600.000.000,00
13.728.980.318,00

40.328.980.318,00



P L S

(3) Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana

dimaksud Pasal 2 huruf ¢, bersumber dari :

a.

Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan

- Semula Rp.
- Bertambah/(Berkurang) Rp.

Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan setelah

perubahan Rp.

Pasal 4

0,00
33.432.640.000,00

33.432.640.000,00

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 2, terdiri dari:
a. Belanja Operasi

Semula Rp.
Bertambah/(Berkurang) Rp.

Jumlah Belanja Operasi setelah

perubahan Rp.

Belanja Modal

Semula Rp.
Bertambah/(Berkurang) Rp.

Jumlah Belanja Modal setelah

perubahan Rp.
Belanja Tidak Terduga
Semula Rp.
Bertambah/(Berkurang) (Rp.

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan Rp.

Belanja Transfer

Semula Rp.
Bertambah /(Berkurang) Rp.

Jumlah Belanja Transfer setelah

perubahan Rp.

Pasal 5

573.339.964.678,00
10.831.737.467,00

584.171.702.145,00

127.631.410.887,00
31.487.619.570,00

159.119.030.457,00

2.500.000.000,00
0,00)

2.500.000.000,00

180.287.965.000,00
93.083.969,00

180.381.048.969,00

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a,
terdiri dari:

RS AT AT
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a.

Belanja Pegawai

- Semula Rp.
- Bertambah/(Berkurang) (Rp.
Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp.

Belanja Barang dan Jasa

- Semula Rp.
- Bertambah/(Berkurang) Rp.
Jumlah Belanja Barang dan

Jasa setelah perubahan Rp.

361.317.487.488,00
8.090.530.588,00)

353.226.956.900,00

205.539.531.955,00
19.482.968.055,00

225.022.500.010,00



c. Belanja Hibah
- Semula Rp.
- Bertambah/(Berkurang) Rp.
Belanja Hibah setelah
perubahan Rp.

6.449.225.285,00
560.700.000,00

5.888.525.285,00

d. Belanja Bantuan Sosial
- Semula Rp.
- Bertambah/(Berkurang) Rp.
Jumlah Belanja Bantuan

33.719.950,00
0,00

Sosial setelah perubahan Rp. 33.719.950,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, terdiri
dari:
a. Belanja Modal Tanah
- Semula Rp. 2.400.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang) Rp. 755.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Tanah
setelah perubahan Rp. 3.155.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
- Semula Rp. 30.210.295.834,00
- Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.089.012.908,00

Jumlah Belanja Modal
Peralatan dan Mesin setelah

perubahan Rp. 35.299.308.742,00
c. Belanja Modal Gedung dan

Bangunan

- Semula Rp. 40.113.239.090,00

- Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.364.132.125,00

Jumlah Belanja Modal
Gedung dan Bangunan

setelah perubahan Rp. 45.477.371.215,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan

Irigasi
- Semula Rp. 50.863.943.318,00
- Bertambah/(Berkurang) Rp. 10.159.214.590,00

Jumlah Belanja Modal Jalan,
Jaringan dan Irigasi setelah

perubahan Rp. 61.023.157.908,00
e. Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya

- Semula Rp. 4.043.932.645,00

- Bertambah/(Berkurang) Rp. 10.120.259.947,00

Jumlah Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya setelah

perubahan Rp. 14.164.192.592,00
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(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf

c, terdiri dari :
a. Belanja Tidak Terduga

- Semula Rp.
- Bertambah/(Berkurang) (Rp.
Jumlah Belanja Tidak

Terduga setelah perubahan Rp.

2.500.000.000,00
0,00)

2.500.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d,

terdiri dari :
a. Belanja Bagi Hasil

- Semula Rp.

- Bertambah/(Berkurang) (Rp.

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah perubahan Rp.
b. Belanja Bantuan Keuangan

- Semula Rp.

- Bertambah/(Berkurang) Rp.

Jumlah Belanja Bantuan

Keuangan setelah perubahan Rp.

Pasal 6

200.000.000,00
6.916.031,00)

193.083.969,00

180.087.965.000,00
100.000.000,00

180.187.965.000,00

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 3, terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan

- Semula Rp.
- Bertambah/(Berkurang) Rp.
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah perubahan Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan
- Semula Rp.
- Bertambah/(Berkurang) (Rp.
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
setelah perubahan Rp.
Pasal 7

21.430.104.809,00
51.168.651.153,00

72.598.755.962,00

0,00
0,00)

0,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a, terdiri dari:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

- Semula Rp.
- Bertambah/(Berkurang) (Rp.
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SILPA) setelah

perubahan Rp.

21.430.104.809,00
51.168.651.153,00

72.598.755.962,00



Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam
peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2022.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a.

b.
o

Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran [ Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut

1.

2,

3.

4.

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Lampiran II ~ Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi  Belanja  Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran;



S. Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI = Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancangan APBD;

9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah;

10. Lampiran X  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi
Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset
Lain-Lain;

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy
years);

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 73
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan

2. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor
73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 2 NOVemBER 2022
BUPATI MUKOMUKO,

SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 3 NoVEMRER2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,

NDARYAT PRIENDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR .. [......

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU : (...ﬁ../.b:}../..zo.z,z_....)



